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PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG - .

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud dari Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Perusahaan Nega| 'a/Daerah/Swasta ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa penyertaan modal dalam bentuk uang dan asset yang dapat diniai dengan uang
bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hund a dan huruf b,}
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Badan Usaha Milik Daerah; :

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387), :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat |I Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli Serdang (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeélolaan Barang. Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

10. Peraturan .................
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10.

11,

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai Nomor 12 Tahun 1976 tentang
Mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum di Daerah Tingkat Il Binjai

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan
Daerah Pembangunan Kota Binjai sebagaimana telah beberapa kali diubah

.{ terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang

12.

13.

Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan
Daerah Angkutan Kota Binjai;

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang .dimaksud'dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan -oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun
1945;.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyielenggaraan Pemerintahan Daerah;

Daerah adalah Kota Binjai;

Walikota adalah Walikota Binjai;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai,

Kas_ Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai. -

Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan)
dalam. bentuk uang maupun asset yang dapat dinilai déngan uang;

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah usaha dalam menyertakan modal
Perderintah Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah untuk memperoleh
mapfaat™ ekonomi atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampyan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
Badan Usaha adalah instansi yang berada di luar organisasi Pemerintah
Daerah yang berbadan hukum antara lain : Badan Usaha Milik Daerah ,
Perseroan Terbatas dan Usaha Koperasi serta Usaha Swasta Nasional dan
atau Swasta Asing lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia;

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah semua

Badan Usaha Milik Daerah yang didir kan oleh Pemerintah Daerah, yang modal
seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang; :

11. Anggaran ...y




11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraﬁ selanjutnya disebut APBD adalah
. rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. -

" " BABII
¥ . . MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD;

(2) Penyertaan modal Pemierintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud
ayat (1) di atas bertujuan untuk:
a. meningkatkan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah
b. meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayan masyarakat melalui

pertumbuhan ekonomi daerah

. (3) Untuk mencapai tujuan dimaksud ayat (2) pasal inj, Pe'nyertaan Modal
Peinerintah. Daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan’ prinsip-prinsip
ekonomi perusahaan.

BAB Ifl :
SUMBER-SUMBER PENYERTAAN MODAL
Pasal3

. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di dalam BUMD bersumber dari:
5 a. APBD; :

. b. Sumber lainnya

BABIV
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH '
Pasal4

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dapat dilaksanakan apabila
; telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
. (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berjumlah antara
: Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.
20.000.000.000,- (Pua Puluh Miyar Rupiah) untuk setiap BUMD yang
memeriukan penyertaan modal.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan (2) di atas dapat berupa modal dasar (investasi awal) dan
penambahan modal (investasi) dalam rangka memperbaiki struktur permodaian
dan meningkatkan kapasitas usaha.

BAB V
PEMBINAAN-DAN PENGENDALIAN
Pasalb

(1) Walikota ‘menunjuk Pejabat sesuai dengan bidang tugas untuk melakukan
penatausahaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyertaan modal
Pemerintah Daerah. '

(2) Walkota melakukan pembinaan teknis dan . ‘pengendalian  terhadap
pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah berpedoman kepada

. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

; (3) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk.

4 Keteﬁtuan ....... R :
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Diundangkan di Binjai

pada tanggal

o

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembihaa'n dan pengendalian terhadap
penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Walnkota
atau Keputusan Walikota.

BABVI
HASIL USAHA
Pasal 6

(1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada
BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun
anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah.

(2) Ketentuan mengenai tata - cara penyetoran bagian laba atau hasil usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota,

BAB Vil
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal7

1 Dalam melakukan pengawasan penerima penyertaan modal Pemenntah
Daerah Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah.

(2) BUMD yang menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah diwajibkan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Walikota dan

DPRD berupa ikhtisar realisasi pengguna modal daerah tersebut setiap 6
(enam) bulan.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

: - Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan

, Daerah ini diundangkan masih tetap termasuk sebagal penyertaan modal
- Pemerintah Daerah.

"BAB IX _
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 '

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal0
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota' Binjai.

Ditetapkan di Binjai -
pada tanggal 24 Nepember 2008

25 Nopember‘ 2008




